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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur = =
Sipil Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia: Tahun TR R
2014 Nomor 6, Tambahai Lembaran Negara Repubhk_f-_g FEIAREE B
Indonesia Nomor 5494) RN SR e
Undang«Undang Nomor 23" Tahun 2014 ‘i:entangf::ff D

Pemerintahan™ Daezah (Lembaraﬂ - Negara Repubhk-*- E P
indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran_- B
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagajma:aa--'?"" R
telah diubah beberapa kali dan terakmr dengan Undang~___ TS
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2020 Nomorf--'-_j :3.'_'::.: _
245, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indoneszaf; o

Nomor 6573); ' L |

Peraturan Pemermtah Nomor 18 Tahun 2016 tentangf”'ﬁ_-'" S
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Iradonema?-_: SRl
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara -
Republik Indonesia: Nomor 588’7) sebageumana telah
diubah dengan Peraturan Pemetintah Nomor: 72 Tahun
2019 tentang: Perubahan Atas Peraturan Pemermtah{
Nomor 18 Tahun 2016 Lentang Perangkat Daerah.f':;i_;: R
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor =
187, Tambahan: Lembaran Negala Repubhk Indonesm :

Nomor 6402);" A -

Peraturan Menteri Daiam Neﬂeu Nomor 140 Tahun 2017 _
tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan dl“:_
Daerah (Berita Negara Repubhk Indonesza Tahun 2018
Nomorgl) ; . : )

Peraturan Daerah -Nomor 8- Tahun 2016 tentang ::'ﬁ
Pembentukan dan: Susunan Perangkat Daerah Provinsi-
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah' Prown si Kahmantan_f;‘:
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembara.n Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaamana telahf_'__
diubah beberapa kali dan  terakhir dengan Peraturan;_ ;
Daerah Nomor. 5 ’I‘ahun 2021 tentang Pembaham Kedua? :'
Atas Peraturan Daerah Nomor. 8 Tahun 2016 tentang__.
Pembentukan dan: Susunan Perangkat }Daerah Provinsi’
Kalimantan Barat (Lembaian Daerah. Provmsu Kahmant 5
Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daérah:'{._ _
Provinsi Kalimantan Ba1 at Nomor 5); :

Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Orgamsasz "I‘ugas dan }“ungsz';' :
serta Tata Kerja® Badan Pengelola: Perbatasan Daerah =
Provinsi - Kalimantan' Barai (Beﬁta Daerah va:sns;i
Kalimantan Rarat Tahuii 2019 Nomor 68), o T
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g. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama pembangunan
kawasan perbatasan sesual ketentuan peraturan perundang-
undangan;

h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang koordinasi perencanaan dan
fasilitasi kerjasama pembangunan kawasan perbatasan;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di
bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama pembangunan
kawasan perbatasan; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidanig..'_-; _
koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama pembangunan .
kawasan perbatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 22

Seksi Koordinasi Fasilitasi Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam:' '

Pasal 19 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah'_'- :
bahan perumusan kebijakan teknis di bidang koordinasi fasilitasi~
kerjasama pembangunan kawasan perbatasan dan Sosial Ekonomi -

Malaysia Indonesia (Sosek Malindo), serta mengendalikan pelaksanaan’
kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. o L

Ketentuan Pasal 23 diubah, sechingga berbunyi sebagai beriktit :

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 22, Seksi- .- o

Koordinasi Fasilitasi Kerjasama mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Koordinasi Fasilitasi Ke'rjasama;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebgakan ie}mls di’_' .
bidang koordinasi fasilitasi kerjasama pembm“igunan kawassan’ L

perbatasan;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang -}'{erjasama*.“

pembangunan kawasan perbatasan;

d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahaﬁ di bidang
koordinasi fasilitasi kerjasama pembangunan kawasan 'perba‘sésan" dan TSR S B
Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia {(Sosek Malindo) sesuai keterztuan SRR

peraturan perundang-undangan;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsa e If

di bidang koordinasi fasilitasi kerjasama di kawasan per batasan;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bzciang berkenaan- :
dengan tugas dan fungsi di bidang koordinasi faszhiam kergasama dl'

kawasan perbatasan;
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g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadapf’-"i"f3:':';""_ _
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang laoordmasrt faSIIItaSI kerjasama SO
di kawasan perbatasan; dan : : b

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang koordinasi faszhtasz ke:fjasama{
pembangunan kawasan perbatasan vang - dzserahkan oieh Kepala Sl
Bidang.

5. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai béfikutf f Tl SRR
Pasal 40

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawal ASN yang}j'?'.'-' ;
melaksanakan tugas pada Badan Pengelola Perbatasan. Daerah Provinsi
Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugasnya’ sepanjang belum ada o
penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawalan - |

Pasal I1

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal cimndangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, ‘memerintahkan’ pengundangan Pe1a‘tura11:-;_._él o
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berifa Daerah Pxovms;- §_}
Kalimantan Barat. _ o

Dltetapkan ch Pontaanak
M}UBERNUR MLIMANTAN Bﬁ;RAT :_'
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pada tanggal 77 et L0
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